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WALIKOTA PAGAR ALAM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor ...
Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Peclaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010, sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2010;

Bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Pagar Alam
Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;

Undang—Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3569 );

Undang—-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republil. Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang—-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

Uadang—-Undang Nomor 25 Tahun 2004 teatang System Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang—-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor
59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ):

Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan  dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemeriitahan Dacrah (l.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Noimor 4090):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 136. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (L.embaran
Negara Republik Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4577);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Taliun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (LLembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 140.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 1.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( [.embaran Negara Republik
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah;

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2009 tentang
Pokok — pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Pagar Alam tahun 2009 Nomor 07 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor | Tahun 2010 Tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2010 Nomor 01 Seri A);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA KOTA PAGARALAM  TENTANG
PENJABARAN  PERTANGGUNGIJAWABAN  PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJIA DAERAI TAHUN
ANGGARAN 2010

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2010

1.

Pendapatan

a. Pendapatan asli daerah Rp. 16.701.401.657,13
b. Dana Perimbangan Rp. 402.835.012.619,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Rp. 419.536.414.276,13



2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp. 140.211.124.383.00
2) Belanja Hibah Rp.  1.996.757.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial Rp.  3.355.288.816,00
4) Belanja Tak Terduga Rp.  1.024.432.000.00

Rp. 146.587.602.199,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.  21.823.484.693.00
2) Belanja Barang Rp.  94.315.458.738.00
3. Belanja Modal Rp. 102.364.361.039,00

Rp.218.503.304.470,00
Jumlah Belanja Rp. 265.090.906.669,00

Surplus / (Defisit) Rp. 54.445.507.607,13

4. Pembiayaan
a= Penerimaan Rp. 6.894.852.974.94
b. Pengeluaran Rp. 25.349.306.421.00

Jumlah Pembiayaan Netto  Rp.(18.454.453.446,06)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaanRp. 35.991.054.161,07

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran scbagaimana dimaksud dalam
ipasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota Pagaralam

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebapgaimana dimaksud dalam
pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi
anggaran

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikota Pagaralam ini

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Pagaralam ini



Pasal 6
Peraturan Walikota Pagaralam ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam :
Pada tanggal, 20 Sprevpee 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS
Ditetapkan di Pagar Alam
~Pada tanggal 24 g tevece 2011 —_—

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM L r

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR . ... 35
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